
BUPATI II'IURUNG NAYA

PROVINSI KALIIVIANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA

NOMOR' OSTAHUN 2O2O

TENTANG
PENETAPAN DAHA ALOI{ASI UMUTfi

TAIVIBAIIAN BANTUAN PENDAI{AAH KELURATIAN

TATIUfl AI{GGARAH 2A2O

DENGAI{ NAHMAT TUHAI{ YAIIG MAHA ESA

BUPATI IIIURUNG nAYA'

Menimbang : a. bahwa untr-rk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan tert

Keuangan Nomor: 8/PMK.O7 l2O2A tentang Tata Cara

Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2O2A perlu

meneta
Umum
2024;

pkan Peraturan BuPati tentang PenetaPan Dana Alokasi

Tambahan Bantuan Pendanaan Ke1urahan Tahun Anggaran

Mengingat

N

b. bah."va brerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a ditetapkan Peraturan Bupati Murung Raya tentang

Penetapan pana Alokasi umum Tambahan Bantuan Pendanaan

Kelurairan d.i Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya;

,)

: 1. Unclang-Undang Nomor 5 Tahun 2oa2 tentang Pembentukan

Kabupaten Katngan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamaridau, KabJpaten Gunurng Mas, Kabupatel Fulang
pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten BSrito Timur
provinsi Kaliinanta.n Tengatr lLemUaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a18O);

2, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Repr-rblik Indcinesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AQ4 tentang
Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan Negara (Lem
Repubiik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor aa00);

baran



t

6. Undang-Undang Nomor
Pembangunan Nasional
2004 Nomor 1O4, Tam
Nomor a42ll;

25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
(Lembaran Negara Republik Indonesia

bahan Lembaran Negara Republik

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OA4 tentang Perim

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Undang-Undang Nomor L2 Tahun zA11- tentang Pem

Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia Tahun 2Al9 Nomor I
Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah (Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 2OL4

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

sebagaimana telah diubah beberaPa kali terakhir dengan U
Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan
undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

58, Tambahan Lembaran Negara RePublik Indonesia Nomor 56

(Lembaran Negara
83, Tambahan Lembaran

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun zOLg tentang
eendapatan dai Belanja Negara Tahun Anggaran 2O?O

Negara Republik Indonesia Tahun 2ol9 Nomor 198,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a10);

11. Peraturart Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 137, Tambahan
a575);

Negara Republik Indonesia

1"2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor a6lal;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol7 tentang

Lembaran

14.
(Lembaran Negara RePublik Indonesia Tahun 20 18 N

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206lr

15. Peraturan Pemerintah Nomot t2 Tahun 2ol9 tentang
Keuangan Daerah (Lem
Nomor 42, Tarnbahan
6322]';

baran Negara RePublik Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia

16. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2AW tentang Rincian
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O2O

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22Ol;

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
O8/PMK.AT l2O2O tentang Ta
Tambahan Tahun Anggaran
Tahun 2O2O Nomor 46);

ta Cara Penyaluran Dana Aokasi
2O2O (Berita Negara RePuhlik

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

I pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Neglra Republik Indonesia Tahun 2OLT Nomor 73,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6Oa1);

peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang

'lolaan
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beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006 Tentang
pengelolaan I(euangan Daerah (Berita Negara Repubtlik
Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Tahun 201.5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2ol9
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaian ZA2O ( Berita Negara Republik Indonesia
2018 Nomor 701);

21. Peraturail Menteri. Dalam Ne geri
Kegiatan Pembangunan Sarana
Pemberdayaan MasYarakat di Kel
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor );

22. Peraturan l)aerah KabuPaten Murung Raya Nomor 14 Tah

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Daerah Kabupaten Murung RaYa Tahun 2OO7 Nomor 5O);

Nomor L3O Tahun 2018
dan Prasarana Kel

urahan ( Berita Negara

un
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah

2O2O (Leml-'aran Daerah Kabupaten Murung Raya

Nomor 7);

24. Peraturan BuPati Murung RaYa Nomor 5 Tahun 2017 Ten
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun ZALT Nomor 4);

1925. Per:aturan Bupati Murung Raya Nomor 31 Tahun 2a

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Muiung Raya Tahun Anggaran 2020, (Be rita Daerah
Murung Raya Tahun ZOL9 Nomor 31);

MENIUTUSI(AIiI :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOI(ASI

TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN TAHUN

2o.2o.

8AB tr

KETEI$"UAN UMUM

Fasatr tr"

Dalarrn Per"rituratr Rupati ini va.ng dirtraksucl clengan:

1. Daerah adaiah Kabupaten Murung Raya'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung

3. Bupati adalah Bupati Murung Raya
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4. Dana Alokasi Umum Yang selanjutnya disingkat DAU
yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan
antar daerah untuk mendanai kebutuhan d.aerah dalam
pelaksanaan desentratrisasi.

5. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah

Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan
untuk memberikan dukungan pendanaan bagi

yang
kel

Juta

bagian

Daerah kabupaten kota yang bersumber dari Anggaran
dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan
prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan
kelurahan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
ditetapkan dengan peraturan Daerah-

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan
perangkat kecamatan.

BAB II

PENETAPAN DAU TAMBATIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 2

(1) Rincian alokasi DAU Tambahan Tahun Anggaran 2O2O

Murung Raya tercantum dalam Lampiran Peraturan
Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran

(2\

Belanja Negara Tahun Anggaran 2A24.

Besaran alokasi DAU Tambahan sebagaiman dimaksud

{1) yaitu sebesar Rp. 6.041.460.000,- (Enam Milyar Empat
Satu Juta Empat Ratus Enam Fuluh Ribu RuPiah) dengan
DAU Tambahan Barttuan Pendanaan Kelurahan
Rp 3,294.AO0.O00,- (Tiga Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh
Juta Rupiah) dan Bantuan Pendanaan Penggajian
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar FrP. 2.747
(Dua Milyar Tujuh Ratus
Enam Puluh Ribu RuPiah)

Empat Puluh Tujuh Juta

(3) Bupati menetapkan besaran DAU Tambahan Bantuan
Kefurahan secara merata tiap kelurahan
Rp. 366.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam
p*a. APBD Tahun Anggaran 2A2A dengan rincian
lercantum dalam Lampiran yang merupakan
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TT,ETEHTT'AH LAIil.LIU}I

Paeal 3

(1) Jika terjadi perubahan berkaitan dengan
Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam Tahun
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berjalan, maka Peraturan Bupati ini dapat dilakukan

I



..

sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2A2A' dengan

mengacu pada p#*t;p*&d;etl;4"'g"t vans berlaku'
tetaP

Agar setiap orang dapat mengetahuinya' memerintahkan

oensundangan p?r*trr"n Bupati ini dengan penempatannya

;;;i?; n".titt KabuPaten Murung RaYa'

BAB W

KEf,ENTUAN PE}IUTUP

Pasal 4

Peraturalr Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari

DitetaPkan di Puruk Cahu

Pada tanggal 06 Maret

BUPATI

PERDIE

Diundangkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 06 Maret 2A2A

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA'

BERITA KABUPATEN MURUNG RAYA TAH 2020

NOMOROS

I



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR OSTAHUN 2A2O
TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN

I

KELURAHAN TAHUN ANGGARAN

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN BAI{TUAN PENDANAAN KELURAHAN

TA}IUN ANGGARAI{ 2O2O
PER KELURAHAN IIABUPATEN MURUNG RAYA

BUPATI

PERDIE YOSEPH

0.0o0

NANGGAB4KEI.,URAHA.!$KECAIVIATAT{NO

Rp s66.0CKELURAHAN BERIWITKECAMATAN MURUNG

Rp 366.0C o.000KEruRAHAN PURUK CAHU
SEBERANG

o.oo0Rp 366.0CKELURAHAN SARIPOI2 KECAMATAN TANAH SIANG
0.000Rp 356.0(KELURAHAN MUARA LAUNG I3 KECAMATAN LAUNG TUHUP
rO.O0ORp 366.0(KELURAHAN BATU BUA I
|o.000Rp 366.0(KELURAHAN MUARA TUHUP
iO.OO0Rp 366.0(KELURAHAN TUMBANG LAHUNG4 KECAMATAN PERMATA INTAN

Rp 366.0( r0.000KELURAHAN MUARA BAKANON

Rp 366.0(KELURAHAN TUMBANG KUNYI5 KECAMATAN SUMBER BARITO r0.000

)0.000Rp 3.294.0(TOTAL DAU TAMBAHAN BANTUAN PBNDANAAN KELURAHAN
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